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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah
menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya
oroduktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan
wesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan
weadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan
undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan
bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan
suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan
nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam
pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang

memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law

profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan
sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat
maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut,
Xecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan
pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan
dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-Undang No.
32 Tzhun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang
menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh
Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan
otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang

diimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban

Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota,

iuga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban
umum.

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan.
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